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Abstrak 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana penuntutan 

terhadap perkara anak dalam sistem 

peradilan pidana anak di Indonesia dan 

bagaimana kewajiban penuntut umum 

dalam penyelesaian perkara anak dalam 

sistem peradilan pidana anak di Indonesia. 

Dengan menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif , maka dapat disimpulkan, 

bahwa: 1. Penuntutan terhadap perkara 

anak dalam sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia dilakukan oleh Penuntut Umum 

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk 

oleh Jaksa Agung. 2. Penuntut Umum wajib 

mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) 

hari setelah menerima berkas perkara dari 

Penyidik. Diversi dilaksanakan paling lama 

30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses 

Diversi berhasil mencapai kesepakatan, 

Penuntut Umum menyampaikan berita 

acara Diversi beserta kesepakatan Diversi 

kepada ketua pengadilan negeri untuk 

dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, 

Penuntut Umum wajib menyampaikan 

berita acara Diversi dan melimpahkan 

perkara ke pengadilan dengan melampirkan 

laporan hasil penelitian kemasyarakatan. 

Kata kunci: Penuntutan, Perkara Anak. 

 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Anak perlu mendapat perlindungan dari 

dampak negatif perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi 

di bidang komunikasi dan informasi, 

                                                             
1
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kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta perubahan gaya dan cara hidup 

sebagian orang tua yang telah membawa 

perubahan sosial yang mendasar dalam 

kehidupan masyarakat yang sangat 

berpengaruh terhadap nilai dan perilaku 

Anak. Penyimpangan tingkah laku atau 

perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh Anak, antara lain, 

disebabkan oleh faktor di luar diri Anak 

tersebut.
3
 

Wujud dari suatu keadilan adalah di 

mana pelaksanaan hak dan kewajiban 

seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban 

bagi anak yang melakukan tindak pidana 

perlu mendapat bantuan dan perlindungan 

agar seimbang dan manusiawi. Perlu 

kiranya digarisbawahi bahwa kewajiban 

bagi anak harus diperlakukan dengan 

situasi, kondisi mental, fisik, keadaaan 

sosial dan kemampuannya pada usia 

tertentu.
4
 

Tujuan peradilan bukan semata-mata 

hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu 

peristiwa konkrit dan kemudian 

menjatuhkan putusan saja, melainkan 

menyelesaikan perkara. Putusan itu harus 

menuntaskan perkara jangan sampai 

putusan itu tidak dilaksanakan atau 

menimbulkan perkara atau masalah baru. 

Mengingat bahwa anak harus mendapat 

perlindungan dan oleh karena itu perlu 

mendapat perlindungan dan oleh karena itu 

perlu mendapat perhatian dan perlakuan 

khusus pula, maka dalam peradilan anak ini 

jangan hendaknya menitikberatkan kepada 

terbukti tidaknya perbuatan atau 

pelanggaran yang dilakukan si anak semata-

mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan 

dipertimbangkan latar belakang dan sebab-

sebab serta motivasi pelanggaran atau 

perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan 
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apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si 

anak demi hari depan si anak.
5
 

  

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah penuntutan terhadap 

perkara anak dalam sistem peradilan 

pidana anak di Indonesia ? 

2. Bagaimanakah kewajiban penuntut 

umum dalam penyelesaian perkara anak 

dalam sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia ? 

 

C. METODE PENELITIAN 

Sesuai dengan tujuan dan manfaat 

penulisan tersebut, maka penyusunan 

Skripi menggunakan metode penelitian 

hukum normatif untuk mempelajari dan 

menelaah peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan sistem peradilan 

pidana anak di Indonesia. Berkaitan dengan 

ajaran-ajaran dan teori-teori para ahli 

hukum, maka digunakan literatur-literatur, 

karya-karya ilmiah hukum yang relevan 

dengan penulisan ini dan kamus-kamus 

hukum yang diperlukan untuk memberikan 

penjelasan mengenai istilah-istilah dan 

pengertian yang digunakan dalam 

penulisan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum 

yang terkumpul selanjutnya dianalisis 

secara kualitatif dan normatif. 

 

PEMBAHASAN 

A.  PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA 

ANAK DALAM SISTEM PERADILAN 

PIDANA ANAK DI INDONESIA  

Penanganan perkara anak yang tidak 

dibedakan dengan perkara orang dewasa 

dipandang tidak tepat karena sistem yang 

demikian akan merugikan kepentingan 

anak yang bersangkutan. Anak yang 

mendapat tekanan ketika pemeriksaan 

perkaranya sedang berlangsung akan 

mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan 

merasa sangat ketakutan, merasa stres dan 

                                                             
5
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akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan 

tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa 

dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan 

merasa pula dirinya dijauhi oleh 

masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan 

kepentingan anak, jangan sampai nantinya 

setelah perkaranya selesai atau kembali ke 

masyarakat setelah menjalani masa 

hukuman, anak menjadi bertambah 

kenakalannya. Jangan sampai si anak yang 

pernah tersangkut perkara pidana tidak 

dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak 

dapat mengabdikan diri kepada nusa dan 

bangsa.
6
  

Oleh karena itu dalam menangani 

perkara anak terutama bagi para petugas 

hukum diperlukan perhatian khusus, 

pemeriksaannya atau perlakuannya tidak 

dapat disama ratakan dengan orang 

dewasa, perlu dengan pendekatan-

pendekatan tertentu sehingga si anak yang 

diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan 

dan rasa aman.
7
 

Hubungan antara Undang-undang 

Pengadilan Anak dengan KUHAP (UU No, 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) 

dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana), merupakan hubungan khusus  dan 

hukum umum. Undang-undang Pengadilan 

Anak sebagai hukum kusus (lex spesialis), 

sedang KUHAP dan KUHP  merupakan 

hukum umum (lex generalis). Sebagai 

hukum khusus Undang-undang Pengadilan 

Anak di dalamnya telah mengatur secara 

khusus tentang hukum acara dari tingkat 

penyidikan samapai dengan bagaimana 

cara pemeriksaan di muka pengadilan. 

Selain itu Undang-undang Pengadilan Anak 

juga mengatur secara khusus tentang 

ketentuan pidana materil. Mengenai 

ketentuan pidana materil tersebut dalam 

Undang-undang Pengadilan Anak ternyata 

telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 

46 dan Pasal 47 KUHP, sehingga sekarang 
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ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak 

berlaku lagi.
8
 

Pada setiap badan peradilan mempunyai 

kekuasaan dan wewenang masing-masing 

di dalam tugasnya menyelesaikan perkara, 

����vP� ]��]o�Z� ^��vP��]o�v_� ��vP���]�vvÇ��

lebih mengacu kepada fungsi badan 

peradilan, karena suatu badan peradilan 

fungsinya menyelenggarakan pengadilan 

untuk memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang diajukan kepadanya.
9
 

Pada hakikatnya, Penuntut Umum Anak 

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan 

Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk 

oleh Jaksa Agung dengan terlebih dahulu 

memenuhi syarat telah berpengalaman 

sebagai Penuntut Umum tindak pidana 

yang dilakukan oleh orang dewasa serta 

mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan 

memahami masalah anak kemudian dalam 

hal-hal tertentu dan dipandang perlu tugas 

penuntutan tersebut dapat dibebankan 

kepada Penuntut Umum yang dilakukan 

oleh orang dewasa (Pasal 53 ayat (1), (2), 

(3) UU 3/1997).
10

 

Penuntutan dikaitkan dengan 

prapenuntutan terlihat adanya hubungan 

yang erat antara jaksa penuntut umum 

dengan pihak penyidik dalam penanganan 

kasus pidana. Jaksa penuntut umum 

berwenang mengembalikan berkas perkara 

kepada penyidik dengan tujuan 

penyempurnaan penyidikan yang disebut 

dengan prapenuntutan. Tugas penyidik 

selesai apabila berkas perkara dinyatakan 

sudah lengkap (telah diterbitkan PK 21), 

berakhirlah masa prapenuntutan beralih 

menjadi penuntutan. Hubungan jaksa 

penuntut umum sejak penuntutan adalah 

dengan hakim dalam penyidangan perkara. 

Setelah penuntut umum menerima atau 

menerima kembali hasil penyidikan yang 

lengkap dari penyidik, penuntut umum 

segera menentukan apakah berkas perkara 

                                                             
8
 Ibid, hal. 13 

9
 Ibid, hal. 16 

10
 Lilik Mulyadi, Op.Cit, hal. 34. 

sudah memenuhi persyaratan untuk dapat 

atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 

139 KUHAP). Dalam hal penuntut umum 

berpendapat dari hasil penyidikan dapat 

dilakukan penuntutan, ia dalam waktu 

secepatnya membuat surat dakwaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 

(1) KUHAP. Dalam hal penuntut umum 

memintakan untuk menghentikan 

penuntutan karena tidak terdapat cukup 

bukti atau peristiwa tersebut ternyata 

bukan merupakan tindak pidana atau 

perkara ditutup demi hukum, penuntut 

umum menuangkan hal tersebut dalam 

surat ketetapan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 140 ayat 2a KUHAP. 

Penghentian penuntutan termasuk 

wewenang penuntutan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 14 KUHAP huruf (h) 

Ç�vP� ����µvÇ]W� ^ penuntut umum 

berwenang  menutup perkara demi 

kepentingan hukum akan tetapi dalam 

praktik ada kengganan atau keragu-raguan 

bagi jaksa penuntut umum melakukan 

penghentian penuntutan dihubungkan 

��vP�v� Z�µ���� ��u���]��Zµ�v� Z��]o�

��vÇ]�]l�v� �µ��Z� o�vPl��[� Ç�vP� ���µ�]�

dengan format formulir P.21 (Surat  

pemberitahuan hasil penyidikan sudah 

lengkap). Ada sebagian jaksa berpendapat 

dengan dikeluarkannya P.21 berkas perkara 

harus dilimpahkan ke pengadilan untuk 

disidangkan. Anggapan/pendapat demikian 

adalah keliru. 

  

B. KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM 

MENYELESAIKAN PERKARA ANAK 

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 

ANAK DI INDONESIA  

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Pasal 42 ayat: 

(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan 

Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

menerima berkas perkara dari Penyidik. 



Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014 

 

8 

 

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 

(tiga puluh) hari. 

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil 

mencapai kesepakatan, Penuntut 

Umum menyampaikan berita acara 

Diversi beserta kesepakatan Diversi 

kepada ketua pengadilan negeri untuk 

dibuat penetapan. 

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut 

Umum wajib menyampaikan berita 

acara Diversi dan melimpahkan perkara 

ke pengadilan dengan melampirkan 

laporan hasil penelitian 

kemasyarakatan. 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 24: 

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya 

disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis 

pemasyarakatan yang melaksanakan tugas 

dan fungsi penelitian kemasyarakatan, 

pembimbingan, pengawasan, dan 

pendampingan. 

Ide diversi yaitu: gagasan, pemikiran jika 

dengan pertimbangan yang layak untuk 

menghindari stigma (cap jahat) pada anak, 

maka setiap saat dalam tahapan-tahapan 

sistem peradilan pidana anak, pejabat 

penegak hukum sistem peradilan pidana 

anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pihak 

pengadilan maupun Pembina lembaga 

pemasyarakatan) diberi kewenangan untuk 

mengalihkan proses peradilan kepada 

bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan 

pembinaan oleh orang tua/walinya; 

peringatan; pembebanan denda/restitusi; 

pembinaan oleh departemen sosial atau 

lembaga sosial masyarakat maupun 

konseling. Ide diversi dituangkan dalam 

United Nations Standar Minimum Rules for 

the Administration of Juvenile Justice 

(SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi 

Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 

November), di mana diversi (Divertion) 

tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 

17.4.
11

 

Ide dasar diversi atau pengalihan ini 

adalah untuk menghindari efek negatif 

pemeriksaan konvensional peradilan pidana 

anak terhadap anak, baik efek negatif 

proses peradilan maupun efek negatif 

stigma (cap jahat) proses peradilan, maka 

pemeriksaan secara kovensional dialihkan 

dan kepada anak tersebut dikenakan 

program-program diversi. Syarat-syarat 

dilakukan ide diversi dalam perkara anak, 

yaitu: 

1. Pelaku anak yang baru pertama kali 

melakukan tindak pidana; 

2. Umur anak relatif masih muda; 

3. Implementasi bentuk program-program 

diversi yang dikenakan pada anak 

mendapat persetujuan pada orang 

tua/wali maupun anak yang 

bersangkutan; 

4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak 

pidana ringan ataupun yang berat 

(dalam kasus tertentu); 

5. Anak telah mengaku bersalah melakukan 

tindak pidana/kejahatan; 

6. Masyarakat mendukung dan tidak 

keberatan atas pengalihan pemeriksaan 

ini; 

7. Jika pelaksanaan program diversi gagal, 

maka pelaku anak tersebut dikembalikan 

untuk diperiksa secara formal.
12

 

Tindakan diversi dapat dilakukan oleh 

pihak kepolisian, kejaksaan, pihak 

pengadilan maupun Pembina lembaga 

pemasyarakatan. Penerapan diversi di 

semua tingkatan ini diharapkan mengurangi 

efek negatif (negative effect) keterlibatan 

anak dalam proses peradilan tersebut.
13

  

Ide Diversi yang diatur dalam SMRJJ atau 

The Beijing Rules, mengatur bahwa ide 
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diversi dapat dilakukan tidak hanya 

terbatas pada kejahatan anak yang ringan 

saja.
14

 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Pasal 16: Ketentuan 

beracara dalam Hukum Acara Pidana 

berlaku juga dalam acara peradilan pidana 

anak, kecuali ditentukan lain dalam 

Undang-Undang ini. 

Pasal 17 ayat: 

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim 

wajib memberikan pelindungan khusus 

bagi Anak yang diperiksa karena tindak 

pidana yang dilakukannya dalam 

situasi darurat. 

(2) Pelindungan khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui penjatuhan sanksi tanpa 

pemberatan. 

Pasal 18: Dalam menangani perkara 

Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, 

Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja 

Sosial Profesional dan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut 

Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi 

bantuan hukum lainnya wajib 

memperhatikan kepentingan terbaik bagi 

Anak dan mengusahakan suasana 

kekeluargaan tetap terpelihara.  

Pasal 19 ayat: 

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau 

Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam 

pemberitaan di media cetak ataupun 

elektronik. 

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi nama Anak, nama 

Anak Korban, nama Anak Saksi, nama 

orang tua, alamat, wajah, dan hal lain 

yang dapat mengungkapkan jati diri 

Anak, Anak Korban, dan/atau Anak 

Saksi. 

Pasal 20: Dalam hal tindak pidana 

dilakukan oleh Anak sebelum genap 

berumur 18 (delapan belas) tahun dan 

                                                             
14

Ibid, hal. 15. 

diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak 

yang bersangkutan melampaui batas umur 

18 (delapan belas) tahun, tetapi belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, 

Anak tetap diajukan ke sidang Anak.  

Pasal 22 Penyidik, Penuntut Umum, 

Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, 

Advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa 

perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak 

Saksi tidak memakai toga atau atribut 

kedinasan. 

Pasal 23 ayat: 

(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak 

wajib diberikan bantuan hukum dan 

didampingi oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan atau pendamping lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak 

Korban atau Anak Saksi wajib 

didampingi oleh orang tua dan/atau 

orang yang dipercaya oleh Anak Korban 

dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja 

Sosial. 

(3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka 

atau terdakwa perkara yang sedang 

diperiksa, ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 

bagi orang tua. 

Pasal 24 Anak yang melakukan tindak 

pidana bersama-sama dengan orang 

dewasa atau anggota Tentara Nasional 

Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, 

sedangkan orang dewasa atau anggota 

Tentara Nasional Indonesia diajukan ke 

pengadilan yang berwenang.  

Pasal 25 ayat: 

(1) Register perkara Anak dan Anak Korban 

wajib dibuat secara khusus oleh 

lembaga yang menangani perkara Anak. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pedoman register perkara anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Penyidik menerima perkara anak berasal 

dari laporan, aduan dan kemungkinan 
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penyidik mengetahui sendiri. Bersama-

sama dengan Bapas, pihak korban dan 

pihak orang tua pelaku serta LSM, penyidik 

mengadakan musyawarah untuk 

menentukan tindakan selanjutnya dalam 

perkara anak nakal yang bersangkutan. 

Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk 

menentukan apakah anak nakal tersebut 

perlu diteruskan kepada penuntutan atau 

dilakukan diversi. Di dalam penentuan ini 

perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan 

dengan orang tua wali atau pihak lain yang 

berperan untuk menentukan bagaimana 

perlakuan terhadap anak nakal tersebut. 

Kesepakatan orang tua/wali sangat 

berperan dalam penentuan ide diversi. 

Sebagaimana di negara-negara lain 

implementasi ide diversi ini, disertai dengan 

kesepakatan orang tuanya. Apabila anak 

nakal tersebut menerima program-program 

diversi, maka perkara anak yang 

bersangkutan tidak dilimpahkan kepada 

proses penuntutan, namun jika pengajuan 

implementasi ide diversi tidak diterima atau 

ditolak maka seterusnya perkara 

dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan 

penuntutan dan pemeriksaan di 

kejaksaan.
15

 

Penuntut umum setelah menerima 

berkas perkara anak, maka dengan 

pertimbangan Bapas akan menentukan 

apakah anak nakal tersebut dilimpahkan 

untuk diperiksa pengadilan ataupun 

dihentikan pada tingkat penuntutan yang 

semata-mata untuk kepentingan anak nakal 

tersebut. Penghentian penuntutan ini 

dengan pertimbangan yang terbaik bagi 

pertumbuhan dan pembinaan anak. 

Terhadap anak nakal yang tidak dihentikan 

perkaranya maka dilimpahkan ke 

pengadilan untuk diperiksa dan 

mendapatkan keputusan hakim.
16

  

Ada banyak konsep perlindungan yang 

dikenal dan salah satunya adalah istilah 

                                                             
15

Setya Wahyudi,Op.Cit, hal. 291-292. 
16

 Ibid, hal. 292. 

yang sering dipergunakan di dalam setiap 

instrumen hak asasi manusia internasional 

maupun nasional. Salah satu contoh yang 

dapat diperhatikan adalah pada saat 

membicarakan hak anak. Pada Pasal 2 

paragaraf 2 Konvensi tentang Hak Anak 

u�vÇ��µ�l�vW� ^E�P���-negara peserta 

harus mengambil langkah-langkah yang 

layak untuk memastikan bahwa anak 

dilindungi dari segala bentuk diskriminasi 

atau hukuman yang didasarkan pada status, 

kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau 

kepercayaan orang tua anak, walinya yang 

��Z����µ��vPP}���l�oµ��P�vÇ�_X
17

 

Menurut Ahmad Kamil dan H.M., 

Fauzan, hak asasi anak merupakan bagian 

dari hak asasi manusia yang termuat dalam 

undang-undang dasar 1945 dan konvensi 

perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-

hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, anak adalah 

pewaris sekaligus potret masa depan 

bangsa di masa datang, generasi penerus 

cita-cita bangsa, sehingga setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 

dan berkembang, berpartisipasi serta 

berhak atas perlindungan dari tindak 

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil 

dan kebebasan.
18

 

Sesuai dengan uraian tersebut maka 

diharapkan penuntutan terhadap perkara 

anak dalam sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia dapat dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan yang telah 

diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 

dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dengan memperhatikan 

kepentingan yang terbaik bagi anak, 

khususnya anak yang berkonflik dengan 

                                                             
17

Ruswiati Suryasaputra, Perlindungan Hak Asasi 

Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan 

Kekerasan, Restu Agung, Jakarta. 2006, hal. 5-6. 

(Lihat Pasal 2 paragaraf 2 Konvensi tentang Hak 

Anak). 
18

Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan,  Hukum 

Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia, 

Edisi. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, 

hal, vii. 
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hukum yang diduga melakukan tindak 

pidana yang perlu dilakukan penanganan 

secara khusus. 

 

PENUTUP 

 A.  KESIMPULAN 

1. Penuntutan terhadap perkara anak 

dalam sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia dilakukan oleh Penuntut 

Umum yang ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Jaksa Agung atau pejabat 

lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. 

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai 

Penuntut Umum, yaitu: telah 

berpengalaman sebagai penuntut 

umum, mempunyai minat, perhatian, 

dedikasi, dan memahami masalah Anak; 

dan telah mengikuti pelatihan teknis 

tentang peradilan Anak. Dalam hal 

belum terdapat Penuntut Umum yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana 

maka tugas penuntutan dilaksanakan 

oleh penuntut umum yang melakukan 

tugas penuntutan bagi tindak pidana 

yang dilakukan oleh orang dewasa. 

Penuntut umum yang ditunjuk 

sekurang-kurangnya memahami 

masalah Anak.  

2. Kewajiban penuntut umum dalam 

penyelesaian perkara anak dalam 

sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia. Penuntut Umum wajib 

mengupayakan Diversi paling lama 7 

(tujuh) hari setelah menerima berkas 

perkara dari Penyidik. Diversi 

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) 

hari. Dalam hal proses Diversi berhasil 

mencapai kesepakatan, Penuntut 

Umum menyampaikan berita acara 

Diversi beserta kesepakatan Diversi 

kepada ketua pengadilan negeri untuk 

dibuat penetapan. Dalam hal Diversi 

gagal, Penuntut Umum wajib 

menyampaikan berita acara Diversi dan 

melimpahkan perkara ke pengadilan 

dengan melampirkan laporan hasil 

penelitian kemasyarakatan.. 

 

B.  SARAN 

1.  Penuntutan terhadap perkara anak 

dalam sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia memerlukan dukungan 

sumberdaya manusia dari Penuntut 

Umum yang memahami memahami 

masalah Anak, sehingga diperlukan 

peningkatan kemampuan melalui 

kursus dan pelatihan teknis tentang 

peradilan Anak.  

2.  Kewajiban penuntut umum dalam 

penyelesaian perkara anak dalam 

sistem peradilan pidana anak di 

Indonesia perlu dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

dengan mengutamakan Diversi yaitu 

pengalihan penyelesaian perkara Anak 

dari proses peradilan pidana ke proses 

di luar peradilan pidana sebagai bagian 

dari sistem Peradilan Pidana Anak wajib 

mengutamakan pendekatan Keadilan 

Restoratif, yaitu penyelesaian perkara 

tindak pidana dengan melibatkan 

pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban, dan pihak lain yang 

terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan 

pembalasan.  
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